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Nomor 571 K/TUNTPILKADA/2Oi s
DEMI KEADILAN BER,DASARKAN KETUHANAN YANG MA,HA ESA

MAHKAMAH AGUNG
llemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskar
sebagai berikut dalam perkara:

1, ANDI DARII::N JAYANEGARA, S.E., MSi.,
kewarganegaraan tndonesia, tempat tinggar di Desa Kire,
Kecamatan Budong-budong, Kabupaten Mamuju Tengah,
Provinsi Sulawesi Barat, pekerjaan Wiraswasta;
MUTHMAINNAH, kewarganegaraan tndonesia, tempat

ggal di Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah, provinsi
ulawesi Barat, pekerjaan Wiraswasta;

m hal ini memberi kuasa kepada:
HASMAN USMAN, S.H., M.H.;
HANNANI PARANI, S.H.;

AZIS T., S.H., M.H.;\
RACHMAT SUKARNO, S.H.;

Kesemuanya AdvokavKonsurtan'Hukum pada Kantor,,H.
Hasman Usman, S.H., M.H. & Assoc,afes,,, beralamat di Jalan
A' P. Pettarani Ruko pettarani center Btok A.g, Kota Makgssar,
berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggar 27 Agustus 2015;
Para Pemohon Kasasi Uafrutu penggugat;

' , melawan:
KOTUISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT,
tempat kedudukan di Jaran poros Trans surawesi, Desa
Topoyg, Kecamatan Topoyo,
Provinsi Sulawesi Barat;

Kabupaten Mamuju Tengah,

Termohon Kasasi daLulu Tefgugat;
Mahkamah Agung tersebut;

Mernbaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarangPr.l Pemohon Kasasi dahulu sebagai pengg ugat telah menggugat sekarang
Tr,r,)ohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan pengadilan
Tins gl Tata Usaha Negara Makassar pada pokoknya atas dalil-dalil
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'r'8t19 menjadi dasar dan/atau atasan gugatan Penggugar dalam se.gketa Tata
LJsaha Negara ini adatah sebagai berll:ut:

. '' Bahwa objek gugatin Penggugat adalah Berita Acara Nomor AAtBNKpl).
r(ABA/ilr/2015, tertanggar 24 Agustug 2015 tentang penetapsn pasangan
Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah periode
Tahun 2016 -2021:

2 Bahwa Berita Acara Nomor 4AtBNKpu-KABMlltzols, tertanggar 24
Agustus 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon pada pemilihan Bupati
dan wakir Bupdti Mamuju Tengah periode Tahun 2016 _ 2021, terah
sangat merugikan penggugat dengan tidak meroroskan penggugat sebagai
PBsangan calon pada pemirihan Bupati dan wakir Bupati Mamuju Tengah

un?016-2021;

tindakan Tergugat dengan tidak meloleskan penggugat adalah
rbuatan kesewenang-wenangan dan meranggar hukum, padahar

gugat sesuai kriteria pendaftaran calon Bupati dan. calon wakil
Bupati disertai dengan penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan,
sebagaimana disyaratkan oreh Undang-undang Repubrik tndonesi. *o,'no,,
1 Tahun 201s tentang penetipan peraturan pemerintah pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun zo14 tentang pemirihan Gubernur,
Bupati, dan walikota menjadi undang-undang telah terpenuhi, meliputi:a' surat pernyataan, yang dibuat dan ditandatangani oleh calon sendiri,

sebagai bukti pemenuhan syarat caton sebagaimana dimaksud pada
Pasal 7 huruf a, huruf b, huruf i, hurrf n, huruf o, hrrruf F, hur",,f r, huruf
s, dan huruf t;

b' surat keterangan hasir pemeriksaan kemampuan,.secara rohani dan
jagmani dari tim dokter yang ditetapkan oteh KpU Kabupatenfi,u,
$ebagai bukti pemenuhan syarat caron sebagaimana dimaksud pada
Pasal 7 huruf f;

i surat tanda terima raporan kgkayaan caron dari instansi yang
berwenang memeriksa raporan kekayaan penyerenggara negar!,
sebagai bukti pemenuhan syarat caron sebagaimana dimak.sud p.ada
Pasal 7 huruf j;

d; surat keterangan tidak sedang memitiki tanggungan utang secara
perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi
tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara, dari pengadilan

layah hukumnya meliputi tempat tinggal

ah

I

Negeri yang wi
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bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada pasal 7
huruf k; :.

Surat keterangan tidak dinyatakan pailit dari pengadilan Neger.i yang

wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal, caton, sebagai bukti
peqenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada pasal 7 huruf l;
surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarl<an

putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,
dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputite.mpat ilnggal 1

on, sebagal buktl pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud

/ da Pasal 7 huruf h;

kartu Nomor Pokok wajib pajak atas, nama caton, tanda
a penyampaian Surat

A

f

huan Tahunan pajak

nghasilan Wajib Pajak Orang nama calon, untuk masa
5 (lima) tahun terakhir, dan tanda bukti tidak mbmpunyai tunggakkan
pajak dari Kantor Pelayanan pajak tempat calon yang bersangkutan
terdaftar, sebagai bukti pemenuhan syarat
dimaksud pada Pasal 7 huruf m;

calon sebagaimana

Bahwa Penggugat rn casu And'i Darmin Jayanego.a, s.E., ,vrsi. dan
Mutmainnah serain terah memenuhi syarat tersebut di atas sebagai
Pasangan calon Bupati/calon wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tgngah
periode Tahun 2016 - zoz1. Juga telah diusung oleh 3 (tiga) pa,rtai poritik,
yqitu:

1. Partai Golongan Karya (Golkar); '

2. Partai,Amanat Nasional (pAN);

3. Partai Gerakan lndonesia Raya (Gerindra);

Ba,hwa Partai pengusung penggugat yang terdiri dari 3 (tiga) partai
dengan perolehan suara sah dalam pemilihan Anggota DPRD Kabupaten
Mamuju Tengah, masing-masing:

"; Partai Golkar dengan prosentase perorehan suara sah di Kabupaten
Mamuju Tengah sebanyak = 16.6g0 suara. sehingga mendapatkan 3
(tiga) Kursi di DPRD di Kabupaten Mamuju Tengah;

' .Partai Amanat Nasionar (pAN) dengan prosentase perorehan suara
sah di Kabupaten Mamuju Tengah sebanyak = 7.902.suara. sehingga
mendapatkan 2 (dua) Kursi di DPRD di Kabupaten Mamuju Tengah;

- Partai Gerakan rndonesia Raya (Gerindra) dengan prosentase
perolehan suara sah di Kabupaten Mamuju Tengah
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11.444 suara. Sehinggs mendapatkan 2 (dua) Kursi di DPRD (

Kabupaten Mantuju Tengah ;

Jumlah keseluruhan prosentase perolehan suara partai politik yan(
mengusung Penggugat sebanyak 60.200, Dengan perolehan kursi d
DPRD Kabupaten Mamuju Tengah dari tiga partai pengusung dengan tota
sebanyak 7 kursi;

Bahwa oleh karena partai poiltik yang mengusung penggugat terdiri dari l
(tujuh) kursi dengan perolehan suara sebanya 60.200 suara atau 60,2 %
rtinya telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (duaa

luh persen) dari jumlah kursi DpRD dari akumulasi perolehan suara
dalam pemilihan umum Anggota DPRD di daerah Kabupaten Mamuju

sebagaimana yang telah disyaratkan oleh pasal 4o Undang-
Republik lndonesia Nrmor 1 Tahun ZO1.i tentang Penetapan

.,

raturan Pemerintah Fengganti Undang_Undang Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pemllihan Bupati. Dengan demikian syarat pencalonan penggugat
adalah sah dan mengikat;

Bahwa Pengesahan pasangan galon Kepata Daerah Kabupaten Mqgnuju
Tengah, penggugat terah diusung dan/atau direkomendasikan ofo.,
(tiga) partai poritik sebagai caron Bupati dan wakir Bupati Kabupaten
Mamuju Tengah periode Tahun 2016 - ZOZ1, berdasarkan Surat
Keputusan Dewan pimpinan pusat partai poritik, masing-mas.ing:
1' surat Keputusan pimpinan partai Gorongan Karya (Gorkar):- Kubu Abu Rizar Bakri seraku Keitua umum. Dibuktikan dengan

surat Dukungan Register Nomor R-1s/4/GoLKARA/ilz01s,
tertanggal 26 Juli 201S, perihal : pengesahan pasangan Calon
Kepala Daerah Kabupaten Mamuju Tengah ditandatangani oreh
Aburizar Bakri seraku Ketua umum dan rdrus Marham seraku

',,: sekretaris Jenderar. Berdasarkan usuran partai Gorkar
menetapkan pasangan caron Bupati dan wakir Bupati yaitu Nama
Calon Bupati : Andi Darmin Jayanegarq, S.E. dan Nama Wakil
Calon Bupati : Mutmainnah;

Kubu H. R. Agung Laksono selaku Ketua Umum. Dibuktikan
dengan surat Dukungan Register Nomor KEp.1 olgtDppt
GO LKARA/|U2015, tertanggal 2g Juli 201S, 3erihal : Pe"gesahan
Pasangan Calon Kepak Daerah Kabupaten Mamuju Tengah
ditandatangani oleh Aburizal Bakri selaku Ketua Um
Marham selaku Sekretaris Jenderal. Berdasarkan

I



t
Golkar menetapkan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupyaitu Narna- Calon Bupati Andi Darmin Jayanegara, S.E. drNama Wakil Calon Bupati : Mutmainnah;2. Surat Keputusan pimpinan Pusat partai Amanat Nasionat (PAI.\Dibukflkan dengan Surat dukunga n Register Nomor PAN/A/Kpts/K[

SJ/21 6ru1 lt}Ol S, tentang Persetujuan pasangan
Calon Bupati daWakil Bupati Kabupaten Mamuju Tengah diraqdatange^i oleh KetuUmum Zulkifli Hasan dan Sekertaris Jenderal Eddy Soeparncrkan Usulan partai Amanat Nasionat (PAN) menetapkarngan Calon Bupati Mamuju Tengah dan Wakil Bupati yaitu NameBupati :Andi Darmin Jayanegara, S.E. , MSi. dan Nama Wakin Bupati : Mutmainnah;

9. '',Bahwa penggugat 
tiba-tiba

Hasil pleno Tergugat pada

dikagetka n dan sangat keberatan dengan
tanggal 24 Agustus 2015, yang tidakmeloloskan Fenggugat, dimana Tergugat hanya meloloskan danmenyepakati2 (dua) pasangan 
Ca lon yaitu:

1 Menetapkan pasangan Calon H. Aras - Drs. Muh. ,Amin Jasa, M.M.sebagai Calon Bupati dan Wak il Bupati Mamuju Tengah;2. Menetapkan pasangan 
Calon Haderana Muhammad

sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah

8.
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Bahwa atas tindakan dan penalakan Kpu Kabupaten Mamuju Tengah
sebagaimana Hasil pleno TerguSat yang dilaksanakan pada tanggal 24
Agustus 2015 tersebut, maka pihak penggugat telah mengajukan surat
keberatan secara administratif dan sekaligus s€bagai laporan kepadg r

pihak Panwas pada tanggar 27 Agustus 201s, namun pihak panwC-

menanggapi Surat penggugat tersebut tertanggal 2g Agustus 2Ot
dengan Nomor 051/panwasru-MTA/ilrtzo1s, perihar permohonan tidak
dapat diterima. Sungguh sangat mengherankan ,dikarenakan pihak

sepatutnya memberikan alasan-alasan logis mengapa pihak .
gugat dinyatakan tidak lolos, tetapi matah plhak panwas
berikan tanggapan yang keliru dan tid

t

Panwas tidak mencari jalan keluar d
enggugat, tetapi didalam jawaban tersebut

permoh onan Penggugat tidak dapat diterima. Sedangkan Penggugat
pada saat itu terah diterima oreh rergugat hanya ada salah satu berkas
Tergugat belum dipenuhi, sehingga pihak panwas mempunyai peran
untuk memanggil Penggugat untuk selanjutnya diberi arahan untuk
melengkapi atas kekurangan berkas tersebut. oleh karenanya
Penggugat dengan sangat terpaksa demi untuk mencari keadiran atas
iindakan KPU dan panwas yang dengan sengaja tidak mororoskan
Penggugat, mengajukan gugatan melalui pengadilan Tinggi rata Usaha
Negara Makassar pada tanggal 11 September 2015;
Bahwa Panitia Pengawas pemirihan Bupati dan wakir Bupati K.abupaten
Mamuju Tengah, dengan Suratnya Nomor 051/Fanwaslu,MT,lll/201S,
perlhal Permohonan Tidak dapat diterima. Adarah tindakan kesgwenang-
wenanang?n Tgrgugat, dengan alasan:
- Tergugat sama sekali tidak demokratis datam melaksanakan
'":r pen:ilihan cran sebagai penyerenggara pemirihan dikarenakan tidak

bersikap adir dan terbuka yqng seharusnya tergugat taksanakan
sebagai petunjuk tentang apa yang menjadi kekurangan pihak
Penggugat;

Penggugat sama sekali tidak
)

diberi$esempatan oleh

kelengkapan berkas
Penggugat sebagaimana Lampiran Tanda Terima pendaftaran
Pasangan Calon Br4fati dan wakil Bupati Mamaju Tengah;
Tergugat menutu p-nutupi apa yang seharusnya akan

lak sepatutnya. Hal mana

an/atau sotusi metotosranf
matah iirenyatakan bahwa , 

:

melakukan perbaikan atas

pihak Tergugat

yang diajukan

i
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terkait kekurangan bqrkas administarasi pendaftaran calon, sehingga
Penggugat tidak diloloskan sebagai calon Bupati dan ealon wakil
bup.ati Mamuju Tengah;

Penggugat sama sekali tidak diberikan Surat Keputusan OleH KpU
Mamuju Tengah dan hanya diberikan Berita Acara penolakan,

sehingga tidak mengetghui apakah penggugat diterima atau tidak
diterima selaku pasangan calon Bupati dan calon wakjl Bupati
Mamuju Tengah, yang celakanya pada saat pembacaan Berita Acara

u tertanggat 24 Agustus 201s, dikagetkan dengan tidak
nnnya Penggugat;

hanya itu pihak rergugat sama sekari tidak memberi surat
utusan KPU Mamuju Tengah kepada penggugat, tentang apa

tidak diloloskan peng gugat lll;
Penggugat setelah melaporkan atas tindakan KpU kepada panwas,
rupanya ada kerjasama dengan pihak Kpu, oreh ka'ena panwas
hanya menyampaikan tentang Lewat waktu, sedangkan apa yang
menjadikan rewat waktu j,ga tidak dijeraskan, yang seharusnya
Panwas seterah mendapat raporan sepatutnya menyampaikan
kepada para pihak yaitu KpU dan para caron :€ng disa;.rpaikan
sebelum Pembacaan Berita 

^..c?r.B 
Kpu. oteh kerenanya Tindakan

KPU dan panwas terah berkotaborasi agar: pihak penggugat tidak
diloloskan, yang tgntu adarah perbuatan kesewenang-wena,ngan dan
melanggar hukum;

12' Bahwa pasangan caron sesuar data dan syarat pencaronan setelah
Tergugat melakukan pembahasan tentang hasir verifikasi syarat calon,
Tergugat in casu Kpu provinsi sutawesi Barat gama sekari tidak pernah
memberitah ukan tentang apa yang mendasari terkait permohonan tidak

diterima, hal ini pihak Tergugat tidak pernah mengeluarkan berita
acara kekurangan berkas pendaftaran penggugat, dan alasan apa
sehingga penggugat digugurkan dan/atau tidak menyepakati penggugat
sebagai calon Bupati dan caton wakil Bupati Mamuju Tengah
sebagaimana Berita Acara Nomor A IBNKPU-KBruilt/201 S. Sedangkan
Penggugat secara administrasi telah memenuhi syarat yang ditentukan
oleh undang-undang. Maka dalam perspektif itu, maka pencalonan
Penggugat adalah sah, baik secara tehnik prosedural maupun subtansialsehinggq dipandang tidak dapat menyimpang terhadap
Undang-U ndang Republik lndonesia Nomor 1 Tahun

dapat
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dihentikan

.!

rt

penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-0ndang Nomor 1
a

Tahun 2014, tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Waliksta;

13. Bahwa selain itu pihak Tergugat in casu KPU Provinsi Sujawesi Barat
bersjkap apatis pada saat penyerahan syarat dukungan partai yang

ketika itu Penggugat in casu Team pemenangan penggugat akan
menyerahkan syarat dukungan parpol yang sudah ada namun masih

;dalam pro-ses perjalanan, yang sekiranya Kpu sebagai badan yang
mengurusi pelaksanaan Pilkada tentunya harus dibekali baik berupa

, maupun Faixmalg, hal mana sqsuai ketentuan pasal 13 Undang-
Republik lndonesia Nomor 1 Tahun 201s, yaitu ...', Tugas dan

KPU Kabupaten/Kota dalam pemitihan Bupati dan walikota
'Merencanakan Program dan Anggaran',. oleh karenanya

ugat in casu KpU provinsi sutawesi Barat nyata-nyata sebagai
aksana Pilkada tidak bersikap adir daram menjarir.kan fungsl,rya;"

Bahwa Penggugat telah mengqjukan Surat keberatan kepada Badan
pengawas Pemillhan Umum provinsi Sulawesi Barat, terkait mengenai
lnfrastruktur untuk melakukan qtau membuka pendaftaran pasangan:' 

, , p*plon Bupati dan Calon Waki! Bupati Mamuju Tengah, namun pihak
sama sekari tidak mengambir sikap atas raporan tersebut;:i5, 

s,hwa tindakan yang dirakukan oreh rergugat yang tidak menerima
Penggugat sebagai caron Bupati/caton wakir Bupati Mam uju
Tahun 2016 - 2021 adalah pepuatan melawan hukum kepada

ugat, sehingga tahapan penetapan caron Bupati/caron wakit Bupati
Tengah periode Tahun 2016_2021, sebagaimana Berita Acara

,..f 
,., 

, ,,Nomer 44lBNKpU-KABA/lllt 2015, tertanggal 24 Agustus 2015, tentang
F'enetapan Fasa'ngan Calon pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Mamujs Tengah periode Tahun 2016 -2021 adalah tidak sah dan batal
demi hukum;

16, 'Hanwa ,maksud dan tujuan mengajukan gugatan ini adalah untuk
mendapatkan perlindungan hukum dan terhi ndar dari ancaman/protensi
kerugian Penggugat baik karena biaya-biaya yang dikeluarkan selama ini
TaUpun karena hilangnya akses dalam mengendalikan sumber.gLJrnp6p
daya politik dalam posisinya sebagai Calon Bupati dan Wakil
Mamuju Tengah periode 2010 - ZOZ1, maka adalah patut menurutapabila tahapan pilkada Kabupaten ' Mamuju Tengah
sementara waktu disamping menunggu hasil dari prus€s
kita ingin membuktikan bahwa saatnya hukum harus dij

Bupatj

rruruf

I

'.rll

i.!'

1

]:., :]
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u

Bahwa .berdasarkan har-har tersebut di atas penggugat mohon kepada
Peogadila n Tinggi rata Usaha Negara Makassar agar memberikan putusan

iberikut:

okok Perkara:

bulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
batal atau tidak sah surat Keputusan Tergugat, berupa Berita

omor 44lBNKpU-I(ABA/lllt2}15, tertanggar 24 Agustus 2015,
Penetapan pasangan Calon pada pemilihan Bupati dan Wakit

Mamuju Tengah periode Tahun 2016 - 2021;
bkan Tergugat untuk mencabut surat Keputusan Kpu Povinsi
i tsarat berupa Berita Acara Nomor 44tBNKpl)-KABA/ilt/2015,
I 24 Agustus 201S, tentang penetapan Pasangan Calon pada

ilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tenga h periode Tahun 2016 -

Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Baru, yang juga
:rnenetapkan Penggugat sebagai pasangan caton Bupati dan Wakil Calon
Bupati Mamuju Tengah periode Tahun 2016 -2021;

hukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul
sengketa irri;

Hakim yang mengadiri perkara ini berpendapat rain mohon putusan
ilnya;

'Menimbang, bahwa terhadap ugatan tersebut Tergugat telahg
rnengaJukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:1. Bahwa berdasarkan pasal 4g ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun

2009 tentang peradilan Tata Usaha Negara, pengadilan baru berwenang
memutus dan menyeresaikan sengketa Tata usaha Negara,
upaya administratif telah dilaksanakan. Berkenaan dengan hal

itu, berdasarkan ketentuan pasar g5 ayat (1) dan ayat (2) pKpu Nomor 12
Tahu n 2015 tentang perubahan atas pKpU Nomor g rahun 20i'' tentang
Pencalonan pemilihan Gubernur dan wakir Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati dan/atau warikota dan wakir warikota, dinyatakan bahwa:

ayat (1) Penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara seblagaimana
dimaksud dalam pasal 94 disetesaikan paya
administrative di Bawaslu provinsi atau

. Kota;
nl

panglima dan bukan ragi kekuatan potitik dan sikap yang tidak sepatutnya: yang dilakukan oleh,Teigugat;



a

ayat (2) Daram har terdapat keberatan atas putusan Bawaslu dapat
diajuken gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka hemat Tergugat, pengadilan Tlnggi
Tata Usaha Negara tidak benrenang mengadili perkara ini karena perkara
yang diajukan penggugat tidal: melalui tahapan pemeriksaan sengketa

Panwas Kabupaten Mamuju Tengah sebagaimana ketentuan dalam
I 95 ayat (1) dan ayat (Z) PKPU Nomor 12 Tahun 2O1S Jo. pKpU

9 Tahun 2015. Bahwa adapun Penggugat mengajukan keberatan
Panwas Kabupaten Mamuju Tengah tertanggal 27 Agustus 2015lam tenggang waktu tahapan sebagaimana yang diatur dalamNomor 2 Tahun 20 15, yakni tanggal 2g _ y Juli 2015, sehinggan demikian penggug at tidak mengajukan keberatan;

gugata n yang dilayangkan penggugat adalah tidak tepat atau Errorl'n Persona a lasannya adalah:
2,1. Bahwa penggugat dalam surat gugatannya mengajukan kepadaKomisi pemilihan Umum provinsi Sulawesi Barat, dimana kita ketahui

,. 
r,;,,, bahwa Komisi pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat adalah,,,, institusi yang merupakan ,iq"f nukum. Subjek hukum pada institusiatau lembaga diwakili oleh

I orang yang diberi tugas untuk mewakilikepentingan institusi atau lembaga tersebut baik ketuar ataupunkedalam, yang tentunya untuk perkara ini lebih tepatnya gugatandilayangkan kepada Anggota Komisi pemitihan Umum ProvinsiSulawesi Barat;

2'2. Bahwa penggugat tidak menguraikan daram posita gugatannyatentang posisi Tergugat sebagai Komisi Pemilihan Umum provinsi
dalam kaitan pelaksanaan tugas di Komisi pemilihan UmumKabupaten Mamuju Tengal., sehingga dalam uraian gugatan tidak, jelas hubungan hukum Tergugat;

Bdt'vta berdasarkan uraian dan alasan penggugat sebagaimana tersebut diatr.:s, maka penggugat memohon kepada Majelis Hakim pengadilan Tinggi TataUsana Negara Makassar agar kiranya berkenan untuk memutuskan yang€lrna"rtya sebagai berikut:
1, l,uldnerima eksepsi Tergugat;
2' Menyatakan gugatan ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima (NietO ntua n ke t ij k V e rkt a a rd) ;

Apabila Majeris Hakim berpendapat rain, Tergugat mohon seadi
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,' Bahwa terhadap gugatan tersebut, pengaditan Tinggi rata Usaha Negari trlakassar telah menga'rnbil putusqn, yaitu Putusan Nomor 7/G/pilkad al201t.lar.TuN.MKS. 
Tanggar 3 oktober 201s yang ,rrr* sebagai berikut:' .Qala,m Eksepsi:

: .Menolak eksepsi dariTergugat;
S pokok perkara:

ALASAN KASASI
Menimbang, bahwa arasan-atasan yang diajukan oteh para pemohonl(asasi dalam'Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:.1. Tentang Keberatan pertama:

"Bahwa pemghon Ka$asi sangat keberatan atas putusan pengadilan
Tata Usaha Negara Makassar, terkait putusan dalam perkara
O7IG/P I LI(A D NzO 1 SIPT,TU N. M KS., tertanggal g Oktober

Tinggi
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Nomor

gugatan penggugat tidak dapat diterima;
Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar468:000,00 (empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
bahwa sesudah putusan terakhir diucapkan dalamyang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat3 Oktober 2015, kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengankuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Agustuspermohonan kasasi secara lisan pada tanggat g Oktober ZO1S,ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor T lGlPltkadat2Ol St.MKS yang d,ibuat oleh Wakil Panitera pengadilan Tinggi Tata Usaha'lIArE Makassar, permohonan tersdbut diikuti dengan Memori Kasasi yangdi Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut padaOkicber 201S;

:ii

setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal n Oktober
;
telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari para pemohon

Kasasi,Jawaban Memori Kasasi yang ditetima di Kepaniteraan PengaditanUsaha Negara Makassar pada tanggat 1S Oktobe r 201Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan.alasannyatel*.1, diberitahukan kepada pihak lawan dengan sakgama, diajukan dalamwaktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah denganNomor S Tahun 2OO4 dan perubahan kedua dengan Undang-Nomor 3 Tahun 2OOg, maka secara formal dapat diterima;

5;
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Fgrtimban-gan hukumnya berbunyi gugatan penggugat tidak dapat diterima
harenq telah lewat waktu;"

Ten,ooep,en dan ah
,Bahwa Majelis Hakim yang mengadili perkara Nomor 07/G/ptLKADAfz}iict
PT.TUN.MKS. tertanggal 3 Oktober ZO1S, telah sangat ketiru dan sama

telah mengabaikan surat Edaran Komisi pgmilihan Umum, tentang

, Program dan Jadwal Pitkada, tertanggal 14 April 201s. surat ini
i acuan pengadilan, Dikarenakan pemohon Kasasi mengajukan
n pada tanggal 1 september 201s, pihak Kepaniteraan pengadilan

usaha Negara melarang dan mencabut serta menyampaikan jadwal
uan Gugatan Atas sengketa Tata Usaha Negara',yaitu pada tanggat

2015 s/d tanggal 13 september zo1s. Dan disebut pada
g. Yaitu "Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan
tanggal 14 september 201s'. oleh karenanya pemohgn 

r

ikuti jadwal tersebut. yang heran Majelis Haklm ,r#y"
Kasasi

r tidak
kan koordinasi dengan pihak Kepara Kepaniteraan dan/atarr.panitera

Bagian Pendaftaran gugatar pilkada pada pengadilan Tinggi Tata
Negara Makassar, terkait surat edaran tersebut yang oleh pihak

lfu'paniteraan Pengadilan yang melakukan pendaftaran serentak pada hari
Jumat, tanggal 11 september 201s, dan perbaikan gugatan pada tanggal
P4, September 201S (mohon diperhatikan bukti

mempri ini). Tentu

lampiran yang

seharusnya jikagguhnya terlampir dalam

n aturan kepaniteraan tersebut maka Majetis Hakim pengadilan

Tata Usaha Negara Makassar sebagai pembawa kebenaran
kan koordinagi dan/atau mqngawasi pihak Kepaniteraan sehinggg

tidak tgrjadi saling pertentangan antara pegawai Kepaniteraan dengan
l=l,akim yeng mengadili perkara yang merupakan satu atap dengan pihak

, sehingga dengan tidak merakukan koordinasi maka Majelis Hakim
sgharusnya memberikan rasa keadilan malah telah merugikAn semua

pihak yang mengajukan gugatan pilkada di pengadilan Tinggi rata usaha
Negara Makassar, oleh karena pendaftaran gugatan terkait sengketa
Piilkada dilakukan pada tanggal 11 September 2018 (mohon diperhatikan
btrkti pendaftaran dan pengembalian panjar biaya perkara yang telah
diilaftar pada 1 September 2015, namun harus didaftar pada tanggal 11

September 2015 di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar), sesuai surat
Edaran KPU dan diberitahukan kepada seruruh pihak

Z,
I
C,

I

,i'-.--....-'..
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ukan guggtan di Pengadilan Tinggi rata Uqaha Negara Makassar
yang disalahkan ilt:

kah Pernohon atau pihak Kepaniteraan atau Majelis Hakim atau
Peradilan atau Pihak Kpu yang mgngeluarkan surqt Edaran

dibuka pada tanggal 11 September 2015. Sedangkan
telah mengajukan gugatan pada tanggal 1 Septemhor 2018,

i $urat Panwas yang telah diterima pada tanggal 29 Agustus

tersebut;

s il{aktm hgrng ya4g Mu[a,

Dibawah ini ahrr haaan

-
Provjngl gulawogi Barat Dltptapkan Dalam Bentuk

a Tang,gal 24 Agustus ?01i;

waktu 3 hari lll

Penggugat mengajukan Keberatan pada tang gat 2TAgustus 2015,
melalui Panitia pengawas pemirihan Bupati Dan wakir BuBati
Kapupaten Mar,nuju Tengah;

waktu 3 hari lil

rBehggugat menerima Surat Penolakan dari panwas Kabupaten
Marnuju Tengah Nomor 051/Panwastu-MuMil12O1 S teftanggat 29

s 2015. Yang ditandatangani oleh Ketua panwas Mamuju
an. Drs. Umar Nur;

waktu 3 hari lll

:AgHstu
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Penggugat mengajukan gugatan pada tanggal 1 september 201s.
(mohon dipdrhatikan tanggar pengajuan gugatan penggugat pada
halaman g terakhir), sedangkan proses registrasi dan/atau
pencatatan Kepanlteraan pengaditan Tinggi Tata Usaha Negara
dilakukan gecara serentak pendaftarannya pada Lnggat t t
September 201S;

waktu menunggu til

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negarq baru akan menerima
gugatan secara serentak

Septsmber 201S;

pendaftarannya pada tanggal 11

"$ebagaimana waktu penerimaan gugatan sengketa pitkeda oreh
Kgpqniteraan Pengadilan Tinggi rata Usaha Negara Makassar, har
ffiana seluruh gugatan baru akan diterima oleh Kepaniteraan
Pengadilan Tinggi rata Usaha Negara Makassar secara serentak pada
tanggal 1 1 september 201S;

Bahwa secara yuridis atas dasar surat Edaran KpU menjadi dasar
patokan dan dasar hukum oleh Kepaniteraan pengadiran Tata Usaha
Negara Makassar, sehinggg menetapkan penerimaan pendaftaran
sengketa gugatan pilkada dilaksanakan secara serentak tanggal 11
september 2015, maka segungguhnya gugatan penggugat tidak
mengidap lowat waktu;', .

Bahwa oleh karenanya tindakan Judex Factiatas putus an a quoadalah
bertentangan dengan hukum karena tidak metaksanakan tata cara dan
Jadwal pendaftaran yang terah ditetapkan panitera pengadiran Tata
usaha Nqgara Makassar yang meng?cu pqda surat Edaran Kornbi
Pemilihan Umum Nasionat yang ditandatangani oreh sekretariat

,.,. Jenderal KFU Kepala Biro Huk,rm Nur Syarifah;
Bahwa dengan demikian mohon Majeris Hakim Agung membatalkan
Putusan Pengadiran Tata Usaha Negara Makasgar dan mengaburkan
gugatan Penggugat karena benar dan bersesualan hukum serta

. Pemohon Kasasi sebagai pasangan Caton Bupati dan Calon Wakit
Bupati Mamuju Tengah rahun 2015, terah memenuhi hasir verifikasi
syarat calon yang ditentukan oleh Kpu, yang tentu pemohon Kasasi
patut untuk diikutsertakan dan ditetapkan oleh rermohon
sebagai bakal pasal Calon Andi, Darmin Jaya

a
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Tengah Tahun 20{t;'

2. T.,ntang Keberatan Kedua: '

"F ahwa Pemohon Kasasi sebagai calon Bupati dan calon wakil Bupati

tvl,rmuju Tengah disertai dengan Fenyampaian kelengkapan dskumen

relrsyaratan kepada Termohon Kasasi, sebagaimart disyaratkan oleh

jndang-undang Republik lndonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang

penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

ahun 2074, tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi

ang-undang telah terPenuhi;"

Pemohon Kasasi (Andi Darmin Jayanegara, S.E., MSi. selAku Calon

dan Mutmainnah selaku Calon Wakil Bupati Mamuju Tengah),

sebagaimana disyaratkan oleh Undang-Undang RepuUlik lndonesia Nomor

1 Tahun,2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang.

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, BuBati, dan

Walikota menjadi undang-undang terpenuhi, meliputi:

a. Surat pernyataan, yang dibuat dan ditandatangani oleh calon sendiri,

sebagai bukti pemenuhan syarat calon gebagaimana dimaksud pada

Pasal 7 huruf a, huruf b, huruf i, huruf n, huruf Q, huruf p, huruf r, huruf 9,

dan huruf t;

h. $urat keterangan hasil pemeriksqan kemampuan secara rohani dan

jasmani dari tim dokter yang ditetapkan oleh KPrl Kabupe+en/Kota,

sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada

Pasal 7 huruf t
!,, Surat tanda terima laporan kekayaan calon dari inshnsi yAng

berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negarA'

sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dlmaksud Bada
" Pasal 7 huruf j;

d. Surat keterangan tidak sedang memiliki tdlgguog.n utang secara

perseorangan dan/atau secara badan 
' hukum yang menjadi

tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara, dari Pengadilan

. Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, gebagai'

bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pa$ Pasal 7

huruf k;

I
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e. surat keterangan tidak dinyatakan pailit dari pengadilan Negeri yanl
wilayah hukumhya meliputi tempat tingga! caton, sebagai bukt
pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada pasal 7 huruf I ;

f. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pitihnya berdasarkan
putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,
dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal
calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud
pada Pasal 7 huruf h;

i kartu Nomor Pokok wajib pajak atas nama calon, tanda terima
paian surat Pemberltahuan Tahunan pajak penghasilan wajib

orang Pribadi atas nama caton, untuk rnasa 5 (lima) tahun
khir, dan tanda bukti tidak mempunyqi tunggakan pajak dari Kantor

Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaf.tar, sebagai
bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud p_a.da pasal 7
huruf m;

Bahwa sesuai dengan syarat pencalonan tersebut di atas, telah dipqnuhi
oleh Pemohon Kasasi selaku Calon Bupati dan Calon wakil Bupati Mamuju
Tgngah, oleh karenanya tindaker Termohon Kasasi sebagaimana Surat
Perita Acara Nomor  4IBNKPU/-KABru|l/2015, tertanggal 24 Agustus 2015,
tgntang Penetaphn pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Mamuju

, Tengah rahun 2015 adalah tidak sah dan batal demi hukum;

Tentang Keberatarr Ketiga: .

. Pemohon Kasasi sebagai calon Bupati dan calon wakil Bupati Mamuju

. Tengah 2015, telah memperoleh melebihi 20o/o dari akumulasi perolehan
suara sah, sebagaimana dirnaksud oleh peraturan Komisi pemjlihan Umum
Nomor 9 Tahun 2010. pasal S ayat (3) .telah terpenuhi;,,

Eahwa Pemohon Kasasi in casu ,Andi Darmin Jayanegara, S,E. dan
Mutmainnah selain telah memenuhi syarat tersebut di atas sebagai
Pasangan calon Bupati/calon wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tengah
periode Tahun 2Q1o - 2021. Diusung oleh 3.(tiga) partai politik, yaitu:

1 .1; Partai Golongan Karya (Golkar);

1.2. Partai ,Amanat Nasional (pAN);

1,3. Partai Gerakan lndonesia Raya (Gerindra);

Bahwa Partai Pengusung Penggugat yang terdiri dari 3 (tiga) partai dengan
perolehan suara sah dalam pemilihan Anggota DpRD Kab

Tengah, masing-masing:

I

Halaman 16 dtrl22 halaman. Putusan Nomor 071

a



a

I

- Partai Golkar dengan prosentase perolehan $uara sah di Kabupaten
Mamuju Tengah sebanyak = 16.6gQ suara. Sehingga mendapatkan 3
Kursi di DPRD di Kabupaten Mamuju Tengah;

' Partai Amanat Nasionar (pAN). Dengan prosentase perorehan suara
sah di Kabupaten Mamuju Tengah sebanyak = r.go2 suara. gehingga
mendapatkan 2 Kursi di DPRD di Kabupaten Mamuju Tengah;- Partai Gerakan lndonesia Raya (Gerindra) dengan prosgntage
perolehan suara sah di Kabupaten Mamuju Tengah sebanyak =
11.4.44 suara. sehingga mendapatkan 2 Kursi di DPRD di Kabu paten

d muju Tengah; i2,
Ju keseluruhan prosentase perolehan Suara Partai Politik yang

ng Penggugat sebanyak 60.200. Dengan Perolehan kursi di DPRD
n MamuJu I'engah daritiga pengusung sebanyak 7 kursi;

hwa sesuai ketentuan Feraturan Komisi pemilihin Umum Nomor g
2015, pada Bagian kedua Persyaratan pencalonan pasal S ayat (2)

berbunyl Persyarata n sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu partai
Folltlk atau Gabungan Partai Politik yang memperoleh paling sedikit 20 o/o

(dua puluh persen) dari Jumlah kursi Dewan perwakiran Rakyat Daerah
atau 25 % (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah
.f alam pemilu terakhir;,,

tsahwa dari uraian Pasal 5 Peraturan Komisi Fernilihan Umum Nomor 9
Tahun 201S, pemohon Kasasi telah meJnenuhi sebagaimana disyaratkan
partai poritik, dengan akumutasi metebihi persentase dari akumuJasi
perolehan suara sah sesuai ketentuan pKpU;

Bahwa Pengesahan pasangan caron Kepara Daerah Kabupaten Mamuju
Tengah, Pemohon Kasasi terah diusung dan/atau direkomendasikan ore_h 3
(tiga) Fartai Politik sebagai calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Mamuju
Tengah pqriode Tahun 2016 - zoz1, berdasarkan surat Keputusan Dewan
PimpiiUn pusat partai politik, masing-masing:
1' sirrat Keputusan pimpinan partai Gorongan Karya (Gorkar):

l(ubu'Abu Rizal Bakri Selaku Ketua Umum. Dibuktikan dengan Surat
Dukungan Register Nomor R-1s/4/GoLKARruil2O15, tertang gal 26 Juli
2015, perihal : Pengesahan pasangan caron Kepara Daerah Kabupaten
Mamuj u Tengah ditandatangani oreh Aburizar Baltri seraku Ketua umum
dan ldrus Marham selaku Sek"etaris Jenderal. Berdasarka,n Usulan

Golkar menetapkan pasangan Calon Bupati dan
Partai
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Kubu Fl. R. Agung Lak$ono seraku Ketua Umum. Dibuktikan dengan
surat Dukungan Register Nomor KEp-107g/Dpp/GoLKART[/201s,
tertdnggal 28 Juri zo1s, perihar : penggsahan pasangan caron Kepara
Daerah Kabupaten Mamuju Tengah ditandatangani oreh Abu Rizar Bakri
selaku Ketua Umum dan rdrus Marham $etaku sekretaris Jendorar.
Berdasarkan Usuran Fartai Gorkar menetapkan pasangan Qaron Bupati
dan wakil Bupqti yaitu Nama caron Bupati : ,Andi Darmin Jayanegara,
S.E. dan Nama Wakil Calon Bupati : Mutmainnah;

3' surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Gerindra, dibuktikan dengan surat
Dukungan Register Nomor 07-177tRekom/Dpp-GERrNDRry2015. 

Bakar
caron Bupati Dan wakir Bupati Kabupaten Mamuju Tengah *.no.onganioleh Ketua Umum H. prabowo subiato dan sekertaris J"ro[ H. anr.a
Muzani' Berdasarkan Usutan Partai Geriidra menetapkan pasangan calon
Bupati dan wakir Bupati Mamuju Tengah yaitu Nama caron Bupati : Andi
Darmin Jayanegara, s.E. dan Nama wak, caron Bupati: Mutmainnah;

Ba'Jva atas dasar dan fakta tersebut di atas, pihak pemohon Kasasi terah
merrgaiukan dan menyerahkan kelengkapan administrasi sebagai persyaratancal'n Bupati dan wakir Bupati Kabupaten Mamuju Tengah yang diterima
Te'n1q'6pn Kasasi berupa Berita Acara Hasll penelitian persyaratan,Administrasi
Doxtlmen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan calon dalam pemilihan
Bup'ati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah, tertanggal 2g Juli Zlll.Bertempaf diTopcyo KPU Sulawesi Barat;

Bairr'ra kdmudian ternyata Termohon Kasasi tidak meroroskan pemohon Kasasi
tanrra adanya penjelasan dari pihak KpU Mam uju., oleh karenanya pemohon
Kasasi mengajukan Keberatan metalui panitia Pengawas pemilihan Bupati danWa.ti, Bupati Kabupaten Mamuju Tengah, dengan

anwasru-MTNlnr2'1', perihar permohonan Tidak dapat

c

051,fFi

a
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guirg1 tersebut Femohon Kasasl gangat keber"Atan dan mengajukan kepengadilan agar substansl dapat dipertimbangan secara adil, transparansi,
demokratis kepada pihak pemohon Kasasi rupanya Pemohon Kasasi juga
rnenerima hal yang serupa metalui Pengadilan Tata usaha Negara Makassar,yar,g kelihatannya dijebak dengan cara pemohon Kasasi telah mengajukan
G,r^Jatan pada tanggal 1 September ZO1S, namun oleh pihak panitera
Per,gadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar menyampaikan perihalpendafiaran sengketa pilkada akan be rlangsung secara serontak pada tanggal11 September 201S. Rupanya Majelis Hakim Judex Facti lalu mengabaikan

Kepaniteraan dan menyatakan didalam putusannya lewat waktu... lewat
dAri mana l!!.

oleh karenanya pemohon Kasasi $angat ber.ha rap kepada Majelis Hakimyand mengadili perkara ini, agar memberi putusan sesuai hukum,
renakan

2,

Termohon Kasasi sama sekari tidak demokratis daram mehksanakanpemilrhan dan sebagai penyerenggara pemirihan tidak bersrkap adir danterbuka yang seharusnya diraksanakan sesuai undang-undang;
Pernohon Kasasi sama sekari tioaktiberi kesempatan oreh pihak rermohon
Kasasi rnerakukan perbaikan karena terdapat kepentingan pada sarah satu
kandidat, yang sernestinya sudah ada bukti petunjuk sebagaimana adanya
irkti pernyataan bersama dari 3 (tiga) partai poritik, ya; ,&our,,*rn

ilahwa ketiga panai poritik terah mengusung pemorron r.r.ri$-".t,0*
e'danya keterrambatan surat Keputusan dari sarah satu Kubu partai Goilkar;F'emohon Kasasi sama sekari tidak diberikan surat Keputusan oreh KpU
Mamuju Tengah Dan Hanya Diberikan Berita Acara penorakan, sehingga
''dak mengetahui, apakah Pemohon Kasasi diterima atau tidak diterima
r'r,laku Pasangan caron Bupati dan caron wakir Bupati Mamuju Tengah,
li-rrg celakanya pada saat pembacaan Berita Acara KpU tertannn.i ,o'rr$Jstus 201s, dikagetkan dengan tidak dirotoskannya pemohon Kasasi;
Bukan hanya ltu plhak rermohon Kasasi sama sekali tidak memberi surat
i(eputusan Kpu Mamuju Tengah Kepada pemohon Kasasi t"nt.ng 

"p;alasan tidak diloloskan penggugat lll

3

4

a

5' Pemohon Kasasi seterah meraporkan atas tindakan KpU kepada Panwas,
rupanya ada kerjasama dengan pihak KpU, hal mana panwas hanya
menyampaikan tentang lewat waktu, sedanlkan apa yang menjadikan hwat
waktu juga tidak dijelaskan, yang seharusnya Panwas sete- laporan sepatutnya menyampaikan kepada para pihak yaitu

.._,_._,-.:_i,*.r-
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calon yang disampaikan sebelum Fembacaan Berita Acara KpU. Oleh
:k'grenanya Tindakgn KPU dan panwas telah berkotaborasi agar pihak
i'emohon Kasasi tiijak ditoroskan, yang tentq adarah perbuatan
k esewenAng-wenangan dan melanggar hukum;

Bai'wa sesuai fakta persidangan baik bukti surat maupun saksi pemohon
Kasusi telah sangat jelas, tetapi pihak re,nohon Kasasi yang hanya
mengajukan 1 (satu) saksi patut untuk dikesampingkan, dikarenakan satu saksi
bukan saksi (Nutlus lestrs Nutlus) sehingga kesaksiannya tidak mempunyai nilai
kesaksian dan patut untuk dikesampingkan karena bertentangan dengan hukum

Tata Usaha Negara;

uraian memori kasasi tersebut di atas yang merupakan fakia hukum,
ingga telah mempertegas dan membuktikan bahwa penggugat telah

nyata-nyata memenuhi seluruh syarat pencalonan selaku Calon Bupati dan
c-alon wakil Bupati Mamuju tengah baik yang ditentukan oreh undang-
,, :dang, maupun peraturan Komisi pemilihan Umum dan peraturan
oengawas pemilu, sehingga persoalqn kgterlambatan. faktual atas surat
:ukunggn dari salah satu usungan pgrtai Gqlkar berupa usungan Kubu
\gung Laksono pada pokoknya sudah ada, gleh karena Komisioner KpU
scndhi telah berbicarc dengan pihak Golkar KubU ,Agurrg Laksono. Juga
s eiluruh partai yang mQndukung telah menandatangani pernyataan bersama
ca:ri tlga partai artinya qecara hukum pemohon Kasasi telah memenuhi
ifi]ungan dari Fartai Golkar hal ini dibuktlkan dengan Bukti p-7 dan p-g
rJemohon Kasasi;

Lliihwa pihak rermohon juga tetah melanggar norma dan kode wetik
.icmisioner KPU Mamuju dikarenakan jawaban yang diajukan pada

;re isidangan di Pengadilan Tata usaha Negara Makassar hanya hanya 3
(trga) komisioner yang menandatangani, sedangkan komisioner ada s
'oraRg. ini artinya dari awal memang ada hal yang tidak bEnar yang
mernaksakan penolakan kepada pasangan pemohon Kasasi. untuk itu
mohon Majelis Hakim Agung mempertimbangkan secara bijak dan merihat
fakta sesungguhnya bahwa pemohon Kasasi telah
memaksimalkan persyaratannya, ndmun pihak rermohon Kasasi
mencari-eari kesalahan yang tidak sepatutnya;
Bahwa secara hukum pemohon Kasasi telah diusung oleh 3 (tiga) partai,
sehingga jika hal ini tidak diloloskan maka berapa

I

berupeya

rranflah
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masyarakat khusu$nya ketiga partai politik dihilangkan hak demo.krasinya,

untuk itu mohon Maje]ls,Hakim Agung mempgrtimbangkan hal ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-glasan tersebut Mahkgmah Agung

berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Para Pemohon Kasasi tersebut tidak

dapat dibenarkan, karena Putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Negara Makassar sudah benar dan tidak salah datam menerapkan hukum

tenggang waktu gugat. Bahwa gugatan lewat waktu, seharusnya
kan dalam tenggang waktu 3 (flga) hari kerja, tetapi penggugat / pemohon

;sl mengajukan gugatan tersebut dalam 13 (tiga belas) hari kerja, sehingga
gan dengan ketentuan Pasal 1s4 ayat (2) Undang-undang Nomor 1

un 2015;

Bahwa di samping itu alasan-alasan kasasi ini pada hakikatnya mengenai
pei'iiaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sfiatu kenyataan,
hal ;nana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi,
kare'la pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan de,ngan tidak
dilrr:anakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana
yar,g dimaksud dalam pasal g0 Undang-Undang Nomor 14 Tahun lggs
sebagaimana yang ielah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun ZOO4

darr perubahan kedua dengan undang-Undang Nomor 3 Tahun 200g;
1! Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula

. ternyata bahwa putusan Judox Facti dalartr perkara ini tidak bertentangan
dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang
diajukan Para Pemon6n Kasasi: 1. ANDI DARMIN JAYANEGARA, s.E., MSi.,
2. MUTHMAINNAH tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka para
Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan ftp;op.,.,,,^ ,:1,!rz,r6..r

untuk.menrbayar biaya perkara daram tingkat kasasi ini;
Memperhatikan pasal-pasal darl Undang-Undang Nomor 4g Tahun 2O0g

tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun l ggs
tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nor' cr 5 Tahun zoo4 dan perubahan kedua dengan undang-undang Nomor
3 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata
Usana Negara sebagaimana terah diubah dengan undang-undang
Tal''un 2004 dan perubahan kedua denqan undang-Undang Nomor
2009, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2o1o sebagaimana yang

Nomor I
5
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dengan Undang-Undang Nomor I Tahun 2015 teniang Peneripan Perpu

Nomor 1 Tahun 2014 teNang Pemilihan GubemurMakil Gubernur'

Bupatiryakll Bupati dan WalikotaM/akil Walikota, serta peraturan Frundang-

undangan lain Yang terkait;
. MENGADILI,

:: Menolak' permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. ANDI

DARnilN JAYANEGARA, S.E., MSi., 2. MUTHMAINNAH tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk mgmbayar biaya perkara

dalar,,r tingkat kasasi sebesar Rp500.000;00 (tilna ratus ribu Ruciah);

pada harl Kamis, tanggal 29 Oktober 2015 oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.,

Hakirn Agung yang ditetapkan oleh Kelua Mahkamah ,Agung sebagai Ketua

Majelis, Yosran, S.H., M.Hum. dan ls Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim

Agurg sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terb.uka untuk

umur r poda hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-F,lakim Anggota

Majelis tersebut dan dibantu oleh Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera

Pengr;antl dengan tidak dlhadiri oleh para pihek.

*

t
I

Anggota Majelis:

ttd.l/osran, S.H., M.Hum.

ttd./ls $udaryono, S.H., M.H,

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. $upandi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengga.nti,'

ttd./Agus Budi Susllo, S.H., M,[,1.
aBiayq-hl,ava:

1. Meterai
2. Re iaksi
3. A:r,fnistrasi

Rp 6.000,00
Rp 5.000,00
Ro 489.000.00

a

Jr.nrlaF' Rp 500.000,00

Untuk salinan

Mahkamah Agung Rl

Panitera

Usaha Negara,

198303 1 A02

raM

E

N
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salinar, Putusan Nomor : sr1 1(TUN/PTLKADA/2015 sesuai dqpgan asrinya
dan diLerikan atas permintaan Tergugat / Termohon Kasasi yang diwakili oleh :

N a m , : ADr ARWAN ALrMrN, s.pd.,(Anggota Kpu prov. surs ues-i

Barat)

Pada ltari I tanggal : Senin, 16 November 201S.

Pengad ilan iTata Usaha Negara Makassar

Panitera,

M
11008 198503 1 006

Perincian Biaya salinan Putusan Perkara Nomor :571 ffTUN/PILKAD Nzo15.

= Rp. 6.000,-

= Rp. 3.000,-

= Rp. 4.400,-

- Rp. 6.600,-

= Rp. 2O.OO0,-

- Leges

- Foto Copy Putusan @ Rp. 2OO,- X22Lbr
- Peny, ahan Turunan putusan @ Rp. 3OO,_ X22 Lbr.
- Penjiliuan / Samput ....................

Jumlah = Rp, 40.000,-
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